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  KATA PENGANTAR 

  

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena 

hanya dengan rahmat dan hidayahnya sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LkjIP) Tahun 2019.   

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat 

publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. 

Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. LkjIP disusun 

sebagai perwujudan pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dalam penyelenggaraan kebijakan program 

kerja/kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.  

Laporan ini  disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai selama tahun 2019 

dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya dan 

Aparatur Sipil Negara pada khususnya. 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, 

oleh karena itu kami mohon kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini. 

 

Luwuk, 14 Februari 2020 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Banggai 
 

 

 

SOFFIAN DATU ADAM, SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19650416 199603 1 003 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
 

 Memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabititas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Banggai tetah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Tahun 2019. Laporan ini merupakan Media penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan 

fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, 

dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Interen atas akuntabilitas keuangan negara dan 

pembinaan system pengendalian internal termasuk pembinaan kapabilitas Aparatur. 

 Penyusunan laporan kinerja menunjukkan komitmen yang kuat Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai terhadap kontrak kinerja yang tetah 

disepakati, tidak hanya pada institusi tetapi juga komitmen untuk memberikan kontribusi dalam 

upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkup Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, sebagai cerminan dari Misi 1 yaitu 

Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa. 

Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya melaksanakan 7  

program dan  49 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung Rp.5.077.082.320,-. 

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.865.901.116.- atau sebesar 95.84% yang artinya 

dalam pelaksanaannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Banggai dapat mengefesiensikan biaya dalam memaksimalkan semua program dan 

kegiatannya. 
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 Upaya pencapaian kinerja di tahun 2019 merupakan lanjutan dan perbaikan dari hambatan 

yang dihadapi di tahun 2018 maupun upaya mempertahankan keberhasltan yang telah dicapai 

sejak tahun 2018. Hal lni menjadi motivasi Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai untuk melangkah menjadi lebih baik dan maju pada 

tahun-tahun selanjutnya dan berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja demi terwujudnya 

good governance. 

 

 
Luwuk, 14 Februari 2020 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Banggai 

 

 

 

SOFFIAN DATU ADAM, SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19650416 199603 1 003 
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 Penyusunan laporan kinerja menunjukkan komitmen yang kuat Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai terhadap kontrak kinerja yang tetah 
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Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa. 

Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya melaksanakan 7  

program dan  49 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung Rp.5.077.082.320,-. Dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp. 4.865.901.116.- atau sebesar 95.84% yang artinya dalam 

pelaksanaannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Banggai dapat mengefesiensikan biaya dalam memaksimalkan semua program dan kegiatannya. 

 Upaya pencapaian kinerja di tahun 2019 merupakan lanjutan dan perbaikan dari hambatan 

yang dihadapi di tahun 2018 maupun upaya mempertahankan keberhasltan yang telah dicapai sejak 

tahun 2018. Hal lni menjadi motivasi Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
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Manusia Kabupaten Banggai untuk melangkah menjadi lebih baik dan maju pada tahun-tahun 

selanjutnya dan berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja demi terwujudnya good governance. 

 

 
Luwuk, 14 Februari 2020 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Banggai 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah menyatakan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

Misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 

 

1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai mempunyai 

tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. 

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Banggai dapat digambarkan sebagai berikut : 
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KASUBAG PERENCANAAN 
DAN EVALUASI 

ROSDIANA, SE 

KASUBAG KEUANGAN  
DAN ASET 

INANA RAHMA, SE 

KASUBAG UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

SRI AHDANIAR. SE, M.Ap 

KEPALA BIDANG PENGADAAN, 
PEMBERHENTIAN & INFORMASI 

Hj. HARO BOLA, S.Sos 

KEPALA BIDANG PENILAIAN APARATUR 
DAN PENGHARGAAN 

RAMLI T. DOATING, S.PSi 

KEPALA BIDANG MUTASI 
 DAN PROMOSI  

SUHARDI, S.Kom 

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN 
APARATUR 

AMRIZAL LATIEF, S.Sos 
 

KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN 
EVALUASI KINERJA APARATUR I 

RAHMAT ASRI, SE 

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT 
PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI 

WIDIANA LABAWO, SH 

KEPALA SUB BIDANG 
PENGADAAN DAN 
PEMBERHENTIAN 

RULLY NASUTION, S.Sos 
 

KEPALA SUB BIDANG  
MUTASI 

WARDA MUID, S.iP 

KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN 
EVALUASI KINERJA APARATUR II 

WELDY KARUNTU, S.H 

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT 
TEKNIS FUNGSIONAL 

SAMSIDAR, SE 

KEPALA SUB BIDANG 
KEPANGKATAN 

DIAN SARI STENE, SE 

KEPALA SUB BIDANG DATA DAN 
INFORMASI 

RAHAYU DUMANG, S.Sos 

 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

Dr. TASMAN MALUSA, S.Pd, M.Pd 
 

KEPALA BADAN 
SOFFIAN DATU ADAM, SH 

KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN 
PENGHARGAAN 

JUNAIDI RACHMAN, ST, M.Ap 

KEPALA SUB BIDANG 
PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

ADHIATMAH HAMAD, S.STp 

KEPALA SUB 
BIDANGPENGEMBANGAN KARIR DAN 

PROMOSI 

INDAYANI, S.Sos,M.Si 

KEPALA SUB BIDANG FASILITASI 
PROFESI ASN 

IMRI PERWITA M., S.STP 
 

UPT 
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1.2.  Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dipimpin oleh Kepala Badan 

dengan eselon II-b yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Kepala Bidang.  

Dalam melaksanakan Kegiatannya BKPSDM Kab. Banggai didukung oleh Aparatur Sipil 

Negara (ASN) berjumlah 48 ASN dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019 

Berdasarkan Jenis Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah % 

1. S2 4 8.3 

2. S1 26  54.2 

3. D3 8 4.3 

4. SMA 9 16.7 

Jumlah 48 100 
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Grafik 1.1. 
Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019 

Berdasarkan Jenis Pendidikan 
 

 
 
 
 

Tabel 1.2. 
Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019 

Berdasarkan Golongan 
 

No. Golongan/Ruang Jumlah % 

1. II 13 27.7 

2. III 27 57.4 

3. IV 7 14.9 

Jumlah 48 100 
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Grafik 1.2 
Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019 

Berdasarkan Golongan 
 

 
 

 

 

Tabel 1.3 
JumlahPNS BKPSDM Tahun 2019 

Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No. Jenis Kelamin Jumlah % 

1. Laki-laki 26 54.2 

2. Perempuan 22 45.8 

Jumlah 48 100 
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Grafik 1.3 
Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2019 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

1.3. Isu Strategis 

Isu strategis perangkat daerah merupakan kejadian atau kondisi berdasarkan tugas 

pokok dan fungsi perangkat daerah yang berdampak kepada kerugian dalam perencanaan 

pembangunan. Adapun isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut : 

1. Belum terpenuhi penempatan dalam Jabatan sesuai standar Kompetensi dan Kualifikasi. 

Berdasarkan Permenpan Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan 

ASN. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam melaksanakan 

rotasi atau mutasi jabatan juga harus mengikuti aturan bahwa penempatan pegawai 

harus sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi yang dimaksud bukan hanya sekedar 

pendidikannya tapi juga dilihat dari pengalaman kerja. 

Sales

Laki-laki

Perempuan
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2. Belum optimalnya system Informasi Kepegawaian berbasis tekhnologi Informasi 

Dalam hal ini pelayanan kepegawaian belum mempunyai system yang kompleks dan 

belum terintegrasi  Hal ini juga dikarenakan belum tersedianya Sistem Aplikasi Daerah 

berbasis elektronik pada Pelayanan administrasi Kepegawaian secara otomatis 

(Kenaikan Pangkat, Pensiun, Kenaikan Gaji Berkala, Penetapan NIP), E-Kinerja 

3. Terdapat pejabat structural yang belum melaksanakan Diklat Pimpinan sesuai jenjang 

kariernya. 

Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kapasitas pegawai juga 

berkontribusi atas minimnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya 

melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional ataupun 

manajerial. 

4. Belum adanya Fasilitas Kediklatan 

Belum lengkapnya sarana dan prasarana kediklatan sehingga pelaksanaan pendidikan 

dan pelatihan masih menggunakan pola pengiriman yang tentunya menggunakan 

anggaran yang cukup besar. 

 

1.4. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambaha 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Dalam 

NegeriNomor 13 Tahun 2006   tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kewenangan 

Kabupaten Banggai; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 

99); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai 

Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112); 

14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi 

Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah 

Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2294); 
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1.5. Sistematika Penyusunan 

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

1. Pada BAB I menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek 

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi 

organisasi. 

2. Pada BAB II menyajikan uraian/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019  

3. Pada BAB III menyajikan akuntabilitas kinerja berupa capaian kinerja organisasi, dan 

analisis capaian kierja serta realisasi anggaran sesuai dokumen perjanjian kinerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai,   

4. BAB IV adalah bab penutup. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

 

2.1. Rencana Strategis 

Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang 

akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya 

serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai 

tujuan 5 tahunan.  

Tujuan dari Rencana Strategis adalah menjamin keselarasan antara tujuan dan 

sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD 

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai  dan sebagai pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Banggai yang memuat program dan kegiatan. 

 

 2.1.1. Visi 

Untuk Tahun 2016-2021 VISI Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan 

oleh Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih adalah “Mewujudkan Kabupaten 

Banggai sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan kemaritiman 

berbasis kearifan lokal dan budaya”. Makna yang terkandung didalam Visi tersebut 
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terhadap kaitannya dengan peran dan fungsi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang mengelola 

manajemen sumber daya aparatur dituntut mengembangkan dan memantapkan 

aparatur pemerintah kabupaten banggai yang baik, bersih dan berbudaya. 

 

2.1.2. Misi 

Dari Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut : 

1.  Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang 

berwibawa 

2. Mengembangkan Pertanian melalui pemanfaatan teknologi Pertanian 

3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah 

4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata 

5.  Mewujudkan pengembangkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan agama 

6.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. 

Misi kabupaten banggai tahun 2016-2021 berkaitan dengan peran dan 

fungsi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia  Kabupaten 

Banggai adalah Misi-1 Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju 

pemerintahan yang berwibawa. 
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2.2. Strategi dan Kebijakan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Tahun 2016 

– 2021 menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut : 

Tabel 2.1. 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan 

kualitas sumber 

daya manusia 

aparatur kabupaten 

banggai 

Meningkatnya 

kompetensi 

sumber daya 

aparatur 

Peningkatan 

Kompetensi, 

profesionalitas dan 

disiplin ASN serta 

budaya kerja 

Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur pejabat 

struktural melalui diklat 

kepemimpinan tingkat IV, III 

dan II 

Peningkatan jabatan 

fungsional. 

Penegakan Disiplin ASN 

melalui penerapan reward dan 

funishment 

Peningkatan budaya dan etos 

kerja ASN. 

Pengembangan system 

informasi manajemen SDM 

Aparatur yang komprehensif 

dan terintegrasi 
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 Meningkatkan tata 

kelola BKPSDM 

yang baik, bersih, 

dan akuntabel 

Penerapan system, 

proses dan prosedur 

kerja yang jelas, 

efektif, efisien, cepat, 

terukur, sederhana, 

transparan, 

partisipatif dan 

berbasis e-

Government. 

Meningkatkannya disiplin dan 

kinerja aparatur 

Meningkatkan 

pengawasan dan 

akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah 

Kab. Banggai. 

Peningkatan Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). 

 

2.3. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator 

Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran 

strategis dalam RPJMD Kabupaten Banggai dan RENSTRA Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan 

terdapat pada table berikut :                 
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Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Utama 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formula Sumber Data 
1 
 
 
 
 
 

Meningkatnya kompetensi 
sumber daya manusia 
aparatur 

Presentase PNS yang 
ditempatkan sesuai dengan 
kompetensinya 

Kompetensi yang dimaksud yaitu kompetensi yang sesuai dengan 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pratama, Administrator 
dan Pengawas 
 
 ∑ PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi 
                                                                             X 100 % 
∑ keseluruhan PNS yang menduduki jabatan  
 
 

Seluruh bidang 
di BKPSDM 

  Persentase penurunan 
pelanggaran disiplin PNS 

Data pelanggaran disiplin yang dimaksud yaitu pelanggaran yang sudah 
dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010 
 
∑PNS yang tidak melakukan pelanggaran disiplin  
                                                                               X 100 % 
∑keseluruhan PNS di kabupaten banggai  
 

Data 
pelanggaran 

disiplin 
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2.4. Rencana Kinerja Tahun 2019 

Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk menyusun skala prioritas kegiatan yang 

akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan dan diharapkan pengelolaan program dan 

kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna dengan mengacu pada Rencana 

Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Sumber Daya 

Manusia terdapat 7 (Tujuh) Program dan 50 (lima puluh) kegiatan sebagai berikut : 

 Program Prioritas 

1. Program Pendidikan Kedinasan 

 Pendidikan dan pelatihan teknis 

 Pendidikan penjenjangan struktural 

2. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 

 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah 

 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah 

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 

 Seleksi penerimaan calon PNS 

 Penempatan PNS 

 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 

 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 

 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 

 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 

 Pemberian bantuan tugas belajar dan Ikatan Dinas 
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 Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat , Penyusunan Silabi, Penyusunan 

Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)Program Rutin 

 Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses mutasi PNS 

 Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses usulan Bezetting formasi PNS 

 Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan gaji berkala dan 

inpassing PNS 

 Pengelolaan administrasi pensiun PNS 

 Pengambilan sumpah bagi CPNS 

 Sosialisasi pembinaan disiplin pegawai 

 Fasilitas pengadaan kartu pegawai elektronik, Karsi/Karsu dan Taspen 

 Pengelolaan administrasi kasus/sengketa perkawinan dan perceraian PNS 

 Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi Profesi ASN 

 Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur I 

 Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur II 

 Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan 

 Program Rutin 

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

 Penyediaan jasa kebersihan kantor 

 Penyediaan Alat Tulis Kantor 

 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 
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 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

 Penyediaan Makanan dan Minuman 

 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 

 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 

 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

 Pengadaan meubeler 

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 

3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 

 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 

 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 

 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 

 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintahan Kabupaten Banggai 
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Tabel 2.3 
Rencana Kinerja Tahun 2019 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Sasaran Strategis Indikator Strategis Target Satuan Program 

Meningkatnya 

kompetensi sumber 

daya manusia aparatur 

Presentase PNS yang 

ditempatkan sesuai 

dengan kompetensinya 

50 % Program pendidikan 

kedinasan 

  60 % Program Peningkatan 

kapasitas sumber daya 

aparatur 

 

  80 % Program pembinaan dan 

pengembangan aparatur 

 Persentase penurunan 

pelanggaran disiplin PNS 

80 % Program pembinaan dan 

pengembangan aparatur 

 

 

2.5. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, 

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi 

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber 

daya yang tersedia. 
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Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan sasaran strategis, indicator kinerja dan target 

kinerja untuk setiap Program/Kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai untuk 

tahun 2019. Perjanjian kinerja tersebut dibuat antara Kepala BKPSDM dengan Bupati 

Banggai, Kepala BKPSDM dengan Sekretaris dan Para Kepala Bidang, Sekretaris dengan 

para Kasubag, Kepala Bidang dengan para Kasubid, para kasubid/kasubag  dengan para 

staf.  

Tabel 2.4 
Perjanjian Kinerja  

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Program Anggaran 

(Rp) 

1. Meningkatkan 

kualitas sumber 

daya manusia 

aparatur kabupaten 

banggai 

Meningkatnya 

kompetensi sumber 

daya manusia 

aparatur 

 

Presentase ASN yang 

ditempatkan sesuai 

dengan kompetensinya 

 Program pendidikan  

kedinasan 

 Program  

Peningkatan  

kapasitas sumber  

daya aparatur 

 Program  

pembinaan dan  

pengembangan  

aparatur 

192.623.000 

 

1.514.933.000 

 

 

40.000.000 

 

 

   Persentase penurunan 

pelanggaran disiplin 

ASN 

 Program pembinaan 

dan pengembangan 

aparatur 

 

1.790.516.320 
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  Meningkatnya tata 

kelola BKPSDM 

yang baik, bersih, 

dan akuntabel 

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja 

 Program Pelayananan 

Adm. Perkantoran 

 Program Peningkatan 

sarana dan prasarana 

aparatur 

 Program peningkatan 

kapasitas sumber daya 

aparatur 

 Program peningkatan 

pengembangan sistem 

pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

1.119.493.350 

278.016.650 

 

55.000.000 

 

86.500.000 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Untuk mengukur capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai Tahun 2019 

digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kab. Banggai dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1(satu) 

tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang 

dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. 

A. Target dan Realisasi Kinerja 

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target 

kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja sasaran pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia kab. Banggai adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya kompetensi 

sumber daya manusia 

aparatur 

Presentase PNS yang 

ditempatkan sesuai 

dengan kompetensinya 

50% 54% 108% 

  Persentase penurunan 

pelanggaran disiplin PNS 

80% 99.24% 124% 

Meningkatnya tata kelola 

BKPSDM yang baik, bersih, 

dan akuntabel 

Nilai Akuntabilitas Kinerja A A 100 

 

 

B. Perbandingan Target Tahun 2019 dan Tahun sebelumnya 

Perbandingan target kinerja dilihat beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun ini 

ada beberapa bagian yang sudah memenuhibahkan melampaui  target dan ada 

beberapa yang belum  Ini menunjukkan bahwa Aparur Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia  telah berupaya semaksimal mungkin 

memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal kepegawaian dan pengembangan 

sumber daya manusia di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai. Dari rencana kinerja 

yang sudah dilaksananakan di tahun tahun sebelumnya dengan target keinerja tahun 

sebelumnya dapat dilihat dari table berikut : 
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Tabel 3.2. 
Perbandingan Target Kinerja Tahun 2019 dan tahun sebelumya 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 
SASARAN 

STRATEGIS 

TARGET PROGRAM  

2017 2018 2019 
 

Meningkatkan 

kualitas 

sumber daya 

manusia 

aparatur 

kabupaten 

banggai 

Meningkatnya 

kompetensi 

sumber daya 

manusia 

aparatur 

Presentase ASN 

yang 

ditempatkan 

sesuai dengan 

kompetensinya 

50% 50% 50% 

Program pendidikan 

kedinasan 

            Program 

Peningkatan 

kapasitas sumber 

daya aparatur 

            Program 

pembinaan dan 

pengembangan 

aparatur 

    Persentase 

penurunan 

pelanggaran 

disiplin ASN 

60% 70% 80% 

Program 

pembinaan dan 

pengembangan 

aparatur 
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C. Perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah 

 Urusan Prioritas 

1) Program Kedinasan  

No. Kegiatan Indikator Output Keluaran (output) Capaian 

Kinerja Target Realisasi 

1. Pendidikan Pelatihan 

Teknis 

- Jumlah yang mengikuti Diklat 

Teknis Ujian Penyesuaian 

Ijasah dan Ujian Dinas 

- Jumlah yang mengikuti Diklat 

Teknis 

180 

 

 

2 

178 

 

 

2 

98.9% 

 

 

100% 

2. Pendidikan Penjenjangan 

Struktural 

- Jumlah yang mengikuti 

pendidikan penjenjangan 

structural PIM III 

- Jumlah yang mengikuti 

pendidikan penjenjangan 

structural PIM IV 

2 

 

 

2 

2 

  

 

2 

100% 

 

 

100% 

 

Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut : 

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 

85.588.000,- realisasi keuangan Rp.  85.340.000,- atau sebesar 99.71% Adapun 

sasaran kegiatan berupa Jumlah pejabat yang lulus mengikuti diklat teknis dengan 

Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas 75  ASN,  ujian penyesuaian ijasah 103 ASN, 

dan Diklat teknis 2 ASN. 
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2. Pendidikan Perjenjangan Struktural, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 

107.035.000,- realisasi keuangan Rp. 84.710.000,-  atau sebesar 79.14% Adapun 

sasaran kegiatan berupa Jumlah pejabat yang memiliki sertifikat diklat struktural 

dengan Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM III 2 ASN  dan Jumlah pejabat yang 

mengikuti Diklat PIM IV  2 ASN. 

 

2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

No. Kegiatan Indikator Output Keluaran (output) Capaian 

Kinerja Target Realisasi 

1. Pendidikan dan 

Pelatihan Prajabatan 

bagi Calon PNS Daerah 

Jumlah yang mengikuti 

LATSAR CPNS 

150 

CPNS 

151 

CPNS 

100,7% 

2. Pendidikan dan 

Pelatihan Fungsional 

bagi PNS Daerah 

Jumlah ASN yang mengikuti 

Diklat Fungsional  

2 ASN 2 ASN 100% 

 

Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut : 

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah, jumlah anggaran yang 

dialokasikan sebesar Rp. 1.471.833.000,- realisasi keuangan Rp. 1.454.549.673,- atau 

sebesar 98.83% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah yang mengikuti LATSAR 

CPNS dengan jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan 151 CPNS. 
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2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah, jumlah anggaran yang 

dialokasikan sebesar Rp. 43.100.000,- realisasi keuangan Rp. 43.091.400,-  atau 

sebesar 99.98% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah yang mengikuti diklat 

fungsional dengan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional 2 PNS 

 

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

No. Kegiatan Indikator Output Keluaran (output) Capaian 

Kinerja Target Realisasi 

1. Penyusunan Rencana 

Pembinaan Karir 

- Jumlah jabatan yang terisi 500 487 97.4% 

2. Seleksi Penerimaan Calon 

PNS 

- Jumlah CPNS yang lolos 

seleksi 

100 149 149% 

3. Penempatan PNS - Jumlah penempatan PNS 150 19 12.7% 

4. Penataan Sistem 

Administrasi Kenaikan 

Pangkat Otomatis PNS 

- Jumlah kenaikan pangkat 

tepat waktu yang disetujui 

1,500 1.420 94.7% 

5. Pembangunan/pengembang

an sistem informasi 

kepegawaian daerah 

- Jumlah Aplikasi yang 

tersedia 

2 

Aplikasi 

2 Aplikasi 100% 

6. Pemberian Penghargaan 

bagi PNS berprestasi 

- Jumlah PNS yang menerima 

penghargaan satya lancana 

karya satya 

 

80 118 147.5% 
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7. Proses penanganan kasus-

kasus pelanggaran disiplin 

PNS 

- Jumlah  kasus Pelanggaran  

disiplin yang diselesaikan 

100 59 59% 

8. Pemberian bantuan tugas 

belajar dan ikatan dinas 

- Jumlah PNS yang mengikuti 

tugas belajar  dan izin 

belajar serta bantuan tugas 

belajar 

15 ASN 2 ASN 13.3% 

9. Pengembangan Diklat 

(Analisis Kebutuhan Diklat,, 

Penyusunan Silabi, 

Penyusunan Modul, 

Penyusunan Pedoman 

Diklat) 

Jumlah kebutuhan diklat 

sesuai dengan hasil analisis  

 

1 

Lapora

n 

1 

Laporan 

100% 

12. Pengelolaan administrasi 

kepegawaian dalam proses 

mutasi PNS 

- Jumlah mutasi PNS yang 

disetujui 

500 

PNS 

150 PNS 30% 

13. Pengelolaan administrasi 

kepegawaian dalam proses 

usulan Bezetting formasi 

PNS 

- Jumlah usulan bezeting e-

formasi aparatur 

1 

Dokum

en 

1 

Dokumen 

100% 

14. Pengelolaan administrasi 

kepegawaian dalam proses 

kenaikan gaji berkala dan 

inpassing PNS 

- Jumlah kenaikan gaji 

berkala yang tepat waktu 

yang tertangani 

1.500 

PNS 

3.448 

PNS 

229.9% 
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15. Pengelolaan administrasi 

pensiun PNS 

- Jumlah pensiun yang 

terlaksana 

200 

ASN 

            

170 ASN 

85% 

16. Pengambilan sumpah bagi 

CPNS 

- Jumlah PNS yang mengikuti 

sumpah 

150 

ASN 

0ASN  0% 

17. Sosialisasi pembinaan 

disiplin pegawai 

- Jumlah aparatur yang 

mengikuti sosialisasi 

pembinaan disiplin PNS 

400 

ASN 

400 ASN 100% 

18. Fasilitas pengadaan kartu 

pegawai elektronik, 

Karsi/Karsu dan Taspen 

- Jumlah pengadaan 

karis/karsu  

- Jumlah pengadaan Kartu 

Pegawai 

- Jumlah pengadaan Taspen 

150 

Kartu 

140 

Kartu 

10 

Kartu 

178 

Kartu 

182 

Kartu 

12 

Kartu 

118.7% 

 

130% 

 

120% 

19. Pengelolaan adm.  Kasus/ 

sengketa perkawinan dan  

perceraian PNS 

- Jumlah penanganan 

pemberian izin perkawinan 

dan perceraian PNS 

30 40 Kasus 133.3% 

20. Dukungan Pelaksanaan 

Fasilitasi Profesi ASN 

- Jumlah kegiatan organisasi 

profesi ASN yang di fasilitasi 

2  Keg. 2 Keg. 100% 

21. Monitoring dan evaluasi 

Penilaian kinerja aparatur I 

- Jumlah laporan MONEV 

penilaian kinerja aparatur 

jabatan struktural 

23 Kec,  23 Kec 100% 
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22. Monitoring dan evaluasi 

Penilaian kinerja aparatur II 

- Jumlah laporan MONEV 

penilaian kinerja aparatur 

jabatan fungsional 

23 Kec,  23 Kec 100% 

23. Penilaian kompetensi untuk 

penempatan dalam jabatan 

- Jumlah PNS yang 

memenuhi syarat dalam  

kompetensi jabatan 

39 PNS 39 PNS 100% 

 

Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, jumlah anggaran yang dialokasikan 

sebesar Rp. 60.000.000,- realisasi keuangan Rp. 60.000.000,-  atau sebesar 100% 

Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah jabatan yang terisi dengan Jumlah jabatan 

yang terisi 487 jabatan. 

2. Pelaksanaan Penyaringan/Seleksi Penerimaan CPNS, jumlah anggaran yang 

dialokasikan sebesar Rp. 125.042.000,- realisasi keuangan Rp. 122.117.800,-  atau 

sebesar 97.66% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah CPNS yang lolos seleksi 

dengan Jumlah CPNS yang lolos 149 CPNS. 

3. Penempatan PNS,  jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 23.500.000,- 

realisasi keuangan Rp. 23.500.000,- atau realisasi sebesar 100% Adapun sasaran 

kegiatan berupa Terpenuhinya Penempatan PNS dengan Jumlah Penempatan PNS 19 

ASN 

4. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS, jumlah anggaran 

yang dialokasikan sebesar Rp. 207.500.000,- realisasi keuangan Rp. 207.141.400,-  
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atau sebesar 99.83% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah kenaikan pangkat tepat 

waktu yang disetujui dengan Jumlah PNS yang mengurus  Kenaikan Pangkat 1.420 

ASN. 

5. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, jumlah 

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.  169.958.000,- realisasi keuangan 

Rp121.977.324,- atau sebesar 71.77% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah 

Aplikasi yang tersedia  dengan Jumlah Pengembangan Sistem Informasi 

Kepegawaian 2 Jaringan. 

6. Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi, jumlah anggaran yang dialokasikan 

sebesar  Rp.  17.500.000,- realisasi keuangan Rp. 15.266.100,-  atau sebesar 87.23% 

Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah PNS yang menerima penghargaan satya 

lancana karya satya dengan Jumlah ASN yang menerima Satya Lencana Karya Satya 

118 PNS. 

7. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, jumlah anggaran yang 

dialokasikan sebesar Rp.  50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 49.597.000,-  atau 

sebesar 99.20%  Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah  kasus Pelanggaran  disiplin 

yang diselesaikan dengan Jumlah  Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang 

tertangani 59 PNS. 

8. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, jumlah anggaran yang dialokasikan 

sebesar Rp. 24.000.000,- realisasi keuangan Rp. 17.000.000,-  atau sebesar 70,83 

Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar  dan izin 

belajar serta bantuan tugas belajar dengan Jumlah ASN Penerima Bantuan Tugas 

Belajar dan Ikatan Dinas 2 orang ASN 



  
 

                                 
                               
                                    
                          LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 
 

2019 

32 

9. Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat , Penyusunan Silabi, Penyusunan 

Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) , jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 

40.000.000,- realisasi keuangan Rp. 39.000.000-  atau sebesar 97.50% Adapun 

sasaran kegiatan berupa Jumlah kebutuhan diklat sesuai dengan hasil analisis dengan 

Jumlah Analisis Kebutuhan Diklat  sebanyak 1 laporan dan Monitoring Kebutuhan 

Diklat di 23 Kecamatan 10 OPD. 

10. Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses mutasi PNS, jumlah anggaran 

yang dialokasikan sebesar Rp.  14.500.000,- realisasi keuangan Rp. 14.500.000,- atau 

sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah mutasi PNS yang disetujui 

dengan Jumlah Proses Mutasi PNS  150 ASN 

11. Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses usulan Bezetting formasi PNS, 

jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 

49.400.200,- atau sebesar 98.80% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah usulan 

bezetting e-formasi aparatur  dengan Jumlah Bezetting Formasi yang terproses 1 

Dokumen dengan 7638 PNS 

12. Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan gaji berkala dan 

inpassing PNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.  15.000.000,- realisasi 

keuangan Rp. 15.000.000.- atau sebesar 100%  Adapun sasaran kegiatan berupa  

Jumlah kenaikan gaji berkala yang tepat waktu yang tertangani dengan Jumlah PNS 

yang mengurus Kenaikan Gaji Berkala dan Inpassing PNS 3.448 PNS  
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13. Pengelolaan administrasi pensiun PNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar 

Rp. 103.292.000,- realisasi keuangan Rp. 102.380.908,-  atau sebesar 99.12% Adapun 

sasaran kegiatan berupa Jumlah pensiun yang terlaksana dengan Jumlah ASN yang 

mengurus administrasi Pensiun 170 PNS 

14. Pengambilan sumpah bagi CPNS, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.  

208.000,- realisasi keuangan Rp. 0,-  atau sebesar 0% Adapun sasaran kegiatan 

berupa Jumlah PNS yang mengikuti sumpah dan kegiatan tersebut tidak 

dilaksananakan. 

15. Sosialisasi pembinaan disiplin pegawai, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar 

Rp.  110.000.000,- realisasi keuangan Rp. 109.998.800.- atau sebesar 100%  Adapun 

sasaran kegiatan berupa Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi pembinaan 

disiplin PNS dengan Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Pembinaan Disiplin 800 

PNS di 8 Kecamatan. 

16. Fasilitas pengadaan kartu pegawai elektronik, Karsi/Karsu dan Taspen, jumlah 

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.  10.000.000,- realisasi keuangan Rp. 

10.000.000,-  atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah pengadaan 

kartu isteri 87 kartu, kartu suami 91 kartu, Kartu Pegawai 182 kartu, dan Taspen yang 

terfasilitasi 12 Kartu. 

17. Pengelolaan administrasi kasus/sengketa perkawinan dan perceraian PNS, jumlah 

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.  15.000.000,- realisasi keuangan Rp. 

14.991.700,- atau sebesar 99.94% Dengan sasaran berupa Jumlah penanganan 

pemberian izin perkawinan dan perceraian PNS dengan Jumlah penanganan 

pemberian izin perkawinan dan perceraian 40 PNS. 
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18. Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi Profesi ASN, jumlah anggaran yang dialokasikan 

sebesar Rp.  100.000.000,- realisasi keuangan Rp. 84.800.000,- atau sebesar 84.80% 

Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah kegiatan organisasi profesi ASN yang di 

fasilitasi dengan jumlah dukungan pelaksanaan fasilitasi profesi ASN (korpri) 2 

kegiatan 

19. Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur I , jumlah anggaran yang 

dialokasikan sebesar Rp.   33.000.000,- realisasi keuangan Rp. 32.996.100,- atau 

sebesar 99.99%  Dengan sasaran berupa Jumlah laporan MONEV penilaian kinerja 

aparatur jabatan struktural dengan Jumlah MONEV penilaian kinerja aparatur jabatan 

structural di 12 Kecamatan  

20. Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja aparatur II, jumlah anggaran yang 

dialokasikan sebesar Rp. 40.000.000,- realisasi keuangan Rp. 39.987.400,-  atau 

sebesar 99.97% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah laporan MONEV penilaian 

kinerja aparatur jabatan fungsional dengan Jumlah MONEV penilaian kinerja aparatur 

jabatan  fungsional di 16 Kecamatan.  

21. Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan, jumlah anggaran yang 

dialokasikan sebesar Rp. 622.016.320,- realisasi keuangan Rp. 597.088.800,-  atau 

sebesar  95.99% Adapun sasaran kegiatan berupa Jumlah PNS yang memenuhi syarat 

dalam  kompetensi jabatan dengan Jumlah pejabat Es II yang mengikuti tes 

kompetensi 39 ASN 
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 Urusan Rutin 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

No. Kegiatan Indikator Output Keluaran (output) Capaian 

Kinerja Target Realisasi 

1. Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah surat yang 

diproses/diagenda 

1.300 

Surat 

1.300 

Surat 

100% 

2. Penyediaan Jasa 

Komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

 

Jumlah rekening yang 

dibayarkan 

3 

Rekening 

3 

Rekening 

100% 

3. Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

Jumlah jasa kebersihan kantor  

dan jenis  Kebersihan serta 

bahan pembersih kantor 

 

3 Orang 3 Orang 100% 

4. Penyediaan alat tulis 

kantor 

Jumlah jenis ATK 12 Jenis 91 jenis 100% 

5. Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan 

Jumlah barang cetakan dan 

penggandaan 

36.000 

lembar 

36.000 

lembar 

100% 

6. Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah jenis alat listrik 8 jenis 8 jenis 100% 
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7. Penyediaan bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 

Jumlah media surat kabar 3 media 4 media 133.3% 

8. Penyediaan makanan 

dan minuman 

Jumlah makanan dan minuman 900 Dos 900 Dos 100% 

9. Rapat - rapat koordinasi 

dan konsultasi ke Luar 

Daerah 

Jumlah rapat-rapat koordinasi 

luar daerah 

18 kali 55 kali 305.5% 

10. Rapat - rapat koordinasi 

dan konsultasi Dalam 

Daerah 

Jumlah rapat-rapat koordinasi 

dalam daerah 

200 kali 224 kali 112% 

11. Penyediaan Jasa 

Administrasi Teknis 

Perkantoran 

Jumlah tenaga honorer 22 Orang 22 Orang 100% 

 

Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut : 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 

7.800.000,-  realisasi keuangan Rp. Rp. 7.800.000.- atau sebesar 100% Adapun 

sasaran kegiatan Jumlah surat yang diproses/diagenda dengan Jumlah Materai 6000 

sebanyak 1.300 lembar 
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2.  Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah anggaran yang 

dialokasi sebesar Rp. 41.000.000,- realisasi keuangan Rp. 40.221.771.-  atau sebesar 

98.10% Adapun sasaran kegiatan Jumlah rekening yang dibayarkan dengan Jumlah 3 

Jaringan telepon, Jaringan Air dan Jaringan Listrik. 

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 

64.500.000.- realisasi keuangan Rp. 64.500.000.- atau sebesar 100%  Adapun sasaran 

kegiatan Jumlah jasa kebersihan kantor  dan jenis  Kebersihan serta bahan pembersih 

kantor dengan Jumlah tenaga Kebersihan 3 Orang. 

4. Penyediaan alat tulis kantor, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 10.000.000.- 

realisasi keuangan Rp.  10.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan 

Jumlah jenis ATK dengan  Jumlah jenis ATK 91 Jenis 

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, jumlah anggaran yang dialokasi 

sebesar Rp. 11.700.000.-  realisasi keuangan Rp. 11.700.000.- atau sebesar 100% 

Adapun sasaran kegiatan Jumlah barang cetakan dan penggandaan dengan Jumlah 

Penggandaan 36.000 lembar    

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah 

anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 5.000.000.- realisasi keuangan Rp. 5.000.000.- 

atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah jenis alat listrik dengan Jumlah 

jenis Alat Listrik 8 jenis 

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah anggaran yang 

dialokasi sebesar Rp.  3.000.000.-  realisasi keuangan Rp. 3.000.000.- atau sebesar 

100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah media surat kabar dengan Jumlah media surat 

kabar 4 media. 
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8. Penyediaan makanan dan minuman, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp.  

21.150.000.-  realisasi keuangan Rp. 21.150.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran 

kegiatan Jumlah makanan dan minuman dengan Jumlah Makanan 450 Dos dan 

Jumlah Minuman 450 Dos 

9. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah, jumlah anggaran yang 

dialokasi sebesar Rp. 399.095.850.- realisasi keuangan Rp. 398.659.000.- atau 

sebesar 99.89% Adapun sasaran kegiatan Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah 

yang dihadiri dengan Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri 55 kali 

10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah, jumlah anggaran yang dialokasi 

sebesar Rp.  149.247.500.- realisasi keuangan Rp. 149.044.000.- atau sebesar 99.86% 

Adapun sasaran kegiatan Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri 

dengan Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri 224 kali 

11. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran, jumlah anggaran yang dialokasi 

sebesar Rp.  407.000.000.- realisasi keuangan Rp. 407.000.000.- atau sebesar 100% 

Adapun sasaran kegiatan Jumlah tenaga honorer dengan Jumlah Tenaga Honorer 22 

orang. 
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2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

No. Kegiatan Indikator Output Keluaran (output) Capaian 

Kinerja Target Realisasi 

1. Pengadaan 

Perlengkapan Gedung 

Kantor 

Jumlah Pengadaan 

perlengkapan kantor 

6 unit 6 unit 100% 

2. Pengadaan Meubeler Jumlah jenis pengadaan 

meubelair   

2 Jenis 2 Jenis 100% 

3. Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Jumlah Pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional 

18 unit 36 Unit 200% 

4. Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung 

Kantor 

Jumlah Perlengkapan Kantor 

yang dipelihara 

13 unit 7 Unit 53.9% 

5. Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Peralatan 

Gedung Kantor 

Jumlah Peralatan Kantor yang 

dipelihara 

10 unit 6 unit 60% 
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Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut : 

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar 

Rp. 168.556.650.- realisasi keuangan Rp. 106.650.000.- atau sebesar 63.27% Adapun 

sasaran kegiatan Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor dengan Jumlah pengadaan 

Perlengkapan gedung Kantor 6 unit 

2. Pengadaan Meubeler, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 30.000.000.-  

realisasi keuangan Rp. 30.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan 

Jumlah jenis pengadaan meubelair  dengan Jumlah jenis pengadaan Meubeler 2 jenis 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, jumlah anggaran yang 

dialokasi sebesar Rp. 69.000.000.-   realisasi keuangan Rp. 64.781.000.- atau sebesar 

93.89% Adapun sasaran kegiatan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional dengan Jumlah Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang dipelihara 

36 Unit 

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, jumlah anggaran yang 

dialokasi sebesar Rp. 5.460.000.-  realisasi keuangan Rp. 5.460.000.- atau sebesar 

100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara dengan 

Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara 7 unit 

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, jumlah anggaran yang dialokasi 

sebesar Rp. 5.000.000.- realisasi keuangan Rp. 5.000.000.- atau sebesar 100% 

Adapun sasaran kegiatan Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara dengan Jumlah 

Peralatan Kantor yang dipelihara 6 unit. 
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3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

No. Kegiatan Indikator Output Keluaran (output) Capaian 

Kinerja Target Realisasi 

1. Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan 

Jumlah PNS yang mengikuti 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan 

150 

Orang 

150 

Orang 

100% 

2. Pembinaan dan 

Pemantauan Kerja 

Aparatur 

Jumlah peserta yang mengikuti 

kegiatan pembinaan dan 

pemantauan kerja aparatur 

3 

Dokumen 

3 

Dokumen 

100% 

 

Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut : 

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar 

Rp.  40.000.000.- realisasi keuangan Rp. 40.000.000.- atau sebesar 100% Adapun 

sasaran kegiatan Jumlah PNS yang mengikuti rakor kepegawaian dengan Jumlah ASN 

yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 150 ASN 

2. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur, jumlah anggaran yang dialokasi sebesar 

Rp. 15.000.000.- realisasi keuangan Rp. 14.999.900.- atau sebesar 100% Adapun 

sasaran kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan dan 

pemantauan kerja aparaturdengan Jumlah 3 Dokumen. 
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4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

No. Kegiatan Indikator Output Keluaran (output) Capaian 

Kinerja Target Realisasi 

1. Penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

2 

Dokumen 

2 

Dokumen 

100% 

2. Penyusunan pelaporan 

Keuangan Semesteran 

Jumlah pelaporan keuangan 

semesteran 

2 

Laporan 

2 

Laporan 

100% 

3. Penyusunan Pelaporan 

Keuangan Akhir Tahun 

Jumlah pelaporan keuangan 

akhir tahun 

1 

Laporan 

1 

Laporan 

100% 

4. Penyusunan dokumen 

perencanaan dan 

anggaran SKPD 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

dan Anggaran yang tersusun 

8 

Dokumen 

8 

Dokumen 

100% 

5. Penyusunan dokumen 

RKBU perangkat daerah 

Jumlah dokumen RKBU yang 

tersusun 

1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

100% 

6. Penyusunan laporan 

inventarisasi aset 

pemerintah kabupaten 

banggai (OPD) 

Jumlah pemelirahaan aset yang 

dilakukan tepat waktu 

5 

Laporan 

5 

Laporan 

100% 
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Deskripsi capaian keluaran (Output) adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, jumlah 

anggaran yang dialokasi sebesar Rp.  11.000.000.- realisasi keuangan Rp. 

10.998.600.- atau sebesar 99.99% Adapun sasaran kegiatan Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Dokumen 

2. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran, jumlah anggaran yang dialokasi 

sebesar Rp. 10.000.000.- realisasi keuangan Rp. 10.000.000.- atau sebesar 100% 

Adapun sasaran kegiatan Jumlah pelaporan keuangan semesteran dengan Jumlah 

Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, jumlah anggaran yang dialokasi 

sebesar Rp.  5.500.000.- realisasi keuangan Rp. 5.500.000.- atau sebesar 100% 

Adapun sasaran kegiatan Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun dengan Jumlah 

Laporan  Keuangan Akhir Tahun  1 Dokumen 

4. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD, jumlah anggaran yang 

dialokasi sebesar Rp. 50.000.000.-  realisasi keuangan Rp. 49.999.600 atau 

sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan dan 

Anggaran yang tersusun dengan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran 

yang tersusun 8 Dokumen 

5. Penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah, jumlah anggaran yang dialokasi 

sebesar Rp. 5.000.000.-  realisasi keuangan Rp. 5.000.000.- atau sebesar 100% 

Adapun sasaran kegiatan Jumlah dokumen RKBU yang tersusun dengan Jumlah 

dokumen RKBU yang tersusun 1 Dokumen 
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6. Penyusunan laporan inventarisasi aset pemerintah kabupaten banggai (OPD), 

jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 5.000.000.-  realisasi keuangan Rp. 

5.000.000.- atau sebesar 100% Adapun sasaran kegiatan Jumlah pemelirahaan 

aset yang dilakukan tepat waktu dengan Jumlah laporan aset yang tersusun 5 

laporan. 

 

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Solusi yang dilakukan 

Berdasarkan data capaian keluaran (output) diatas, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai sudah memenuhi target 

bahkan melampaui target dan ada yang ditetapkan hal ini tidak terlepas dari sumber 

daya aparatur dan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai. 

Dalam kegiatan pengambilan sumpah CPNS tidak dilaksanakan dikarenakan 

pada tahun 2019 CPNS masih melaksanakan pelatihan dasar kepemimpinan dan 

sementarara dalam pengurusan SK 100%. 

Untuk meminimalisir tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan maka 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai 

melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evalusasi dalam memantau dan mengawasi 

pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 
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E. Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Banggai dalam penggunaan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya 

sangatlah dipergunakan sebaik mungkin. Walaupun pada dasarnya sumber daya 

manusia yang ada sangatlah kurang  tetapi bisa diatasi dengan baik. Hal ini tidak lepas 

dari komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam mengatasi semua permasalah yang 

ada terkait tugas pokok dan fungsinya yang ada telah mendapat keberhasilan dengan 

ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target dan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan tahun 2019 maupun sasaran strategis jangka menengah. 

 

3.2. Realisasi Anggaran 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada awal tahun 

2019 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 9.691.722.289.- dengan rincian Belanja tidak 

langsung sebesar Rp. 5.064.764.969.- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.626.957.320.- 

namun dalam perubahan anggaran 2019 menjadi sebesar Rp. 10.111.300.947.- dengan 

rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.034.218.627.- dan Belanja Langsung Rp. 

5.077.082.320.- artinya bahwa BKPSDM Kab. Banggai mendapat pengurangan anggaran di 

belanja tidak langsung sebesar 0.60% dan penambahan anggaran di belanja langsung 

sebesar 9.73%.  

Adapun anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kab. Banggai tahun 2019 sebelum dan sesudah perubahan adalah sebagai berikut : 

 

 



  
 

                                 
                               
                                    
                          LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 
 

2019 

46 

Tabel 3.3 
 Anggaran Belanja Sebelum dan Setelah Perubahan Anggaran 2019 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai 

No. Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang) 

Sebelum 

Perubahan 

Setelah 

Perubahan 

(Rp) % 

1. Belanja 9.891.722.289 10.111.300.947 419.578.858 4.33 

2. Belanja Tidak 

Langsung 

5.064.764.969 5.034.218.627 (30.546.342) (0.60) 

3. Belanja Pegawai 5.064.764.969 5.034.218.627 (30.546.342) (0.60)  

4. Belanja 

Langsung 

4.626.957.320 5.077.082.320 450.125.000 9.73 

5. Belanja Pegawai 404.000.000 413.000.000 9.000.000 2.23 

6. Belanja Barang 

dan Jasa 

4.162.957.320 4.465.525.670 302.568.350 7.27 

7. Belanja Modal 60.000.000 198.556.650 138.556.650 230.93 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah Perubahan Anggaran adalah sebagai berikut: 

 

 

 



  
 

                                 
                               
                                    
                          LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 
 

2019 

47 

Tabel 3.4 
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai 

No. 

Urut 

Uraian Alokasi Realisasi Bertambah/ 

Berkurang 

% 

5 Belanja 10.111.300.947 9.588.221.353 1.049.377.685 94.83 

5.1 Belanja Operasi 9.912.744.297 9.451.571.353  95.35 

5.1.1 Belanja Pegawai 5.034.218.627 4.722.320.237  93.80 

5.1.2 Belanja Barang dan jasa 4.878.525.670 4.729.251.116  96.94 

5.2 Belanja Modal 198.556.650 136.650.000  68.82 

5.2.2 Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

198.556.650 136.650.000  68.82 

 

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai  sebesar Rp. 9.589.364.612.- atau sebesar 

94.84% dibawah anggaran yang telah disediakan mencermikan bahwa terdapat efesiensi 

anggaran sebesar Rp. 521.936.335.-  Adapun Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat pada table berikut : 

 



  
 

                                 
                               
                                    
                          LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 
48 

Tabel 3.5. 
Laporan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

 

2019 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019 sebagai 

media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan ataupun kegagalan 

pelaksanaan Visi dan Misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Banggai melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 

penunjang di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan 

tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam 7  program dan  49 kegiatan pada tahun 

2019 dalam Belanja Langsung Rp.5.077.082.320,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

4.865.901.116.- atau sebesar 95.84% yang artinya dalam pelaksanaannya Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dapat 

mengefesiensikan biaya dalam memaksimalkan semua program dan kegiatannya. 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai tahun 2019 yang dapat kami 

sajikan, semoga dapat berguna dan bermanfaat. 


	LKjIP BKPSDM-KATA PENGANTAR.pdf (p.1-7)
	LKJiP-BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSDM-Tahun2020-IKPRP-LKjIP2019.pdf (p.8-62)

